B 4B 1I1

KOUE ETIK KEWIBAWA N HAKIM

Hakim adalah seorany yang berperanan penting dalam
penyelesalan perkara di Pengidilan., Untuk itu dalam menja
lankan tugas dan kewajiban i1 bertanggung Jawabd penuh
atas tegaknya hukum dan keadilan di bumi ind.

Sehubungan dengan pernyataan di atas, UU.No.14 ta-
hun 1970 dalim penjelasan umwi Pasal 6 manyebutkan, bihwa
pada hakekatnya segala sesuatu yang berhudbungan dengan pe
laksana baik atauw buruknya tergaintung padi manusiiz-manu -
€la pelaksananya, in casu Hakim, maki untuk itu perlulah
dalam Undang-unding ini dicantumkan vyarat—csyarat yang
senantiasa harus dipenuni oleh secranpy Hakim yaitu jujur,
merdeka, berani menganbil keputusan dan bebas dari penga-
ruh, bair dari dalam mavpun ¢ari luir,

Sebagal juklak UU. No. 1471970 wengenai syarat-sya
rat Hakim adalah LU. NO. 2 tabun 1986 yany aicantymkan da
lam Yasal 14 ayat (1):

Untuk diangkat menjaci Haxkiu Pengicilan Negeri,seo
rang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagal berikut

2. Warga hegara Inaonesa;

b. bertagwi kepada Tuhan Yang Maha BEsa;

c. Setia kepada Pancasila dan UUL'45;

d. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komu .
nie Inaonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan
seseorany yanyg terlivat langsung ataupur: tak langsung
dalau gerakaiu Koutrs Revoluei ¢.30 S//KI atau orginisa
8l teriaraug lainnya;

e. Yegawali hegeld;

£, Sarjaua Hukua;

& Derunur sereundsh-lenuaillyd 20 (dua pulul liami) tahun ;

n. Berwivawa, jujur,a1dil dan berkelaikuan tidak tercela.
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Pasal 15 :

1) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Pengadilan -
Tinggi, seorang calon haruc memenuhi syarat-gya-
rat sebagai berikut ;

4. Syarat-syarat sebagiimina dimaksud dalam Pa-
sal 14 ayat (1) hurut a,b,c,d,e,f dan ha

b. Berumw serendak-rendahnya 40 (empat puluh )
tahun.

c¢. Berpengalaman sekurang-kurangnyz 5 (limi) ta=-
hun cebagil ketua atau wikil ketui Pengadilan
Negeri atau 15 (lima belas) tahun sebigai Ha-
kim Pengadilan Negeri,!

Selanjutnya untuk Haxiw jgung aicantumkan dalam UU

Xo. 1471985 Pasal T ayat (1)

Ae
b.
C.

d.

€,

£.
8

Warga negara Indonesia;

Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maba Esa;

Setia kepaaa Pancasila sebagal pandangan hidup bangea,
dasar Negara dan idiologli Hasional, kepada Proklamasei
17 agustus 1945 Undang-undang bDasar 194> serta kepada
revolusil aemerdekaan Bangsa Incdonesia untuk mengemban
amanat pend.ritaan rakyat;

Bukan bekas anggota terlarang Partai Kowunis Indonesia
temacuk Organisacl massa atau bUkan &ekeorang yang
serlibat langsung atau tak langsung dalas " Gerakan -
Kontra Kevoluel ¢.304/PK1 atau organdsasy teriarang la
innya;

Berijazah Barjana Hukuws: atau sarjana lain can memnpunyal
keahlian di bidang Hukuu;

Berunur serendah-rendahmnya 50 (lima puiun) tahun;
Berpengalamin sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun =ebagai

1 Undangfundang Pantan; Feradilan Uonur UU.KkI.No

Fahun 1966 & Undang-undang Tentang Mankamah 4gun
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Ketua Pengauilan Tingxait Banding atau 10 (sepuluh) ti-
hun sebagal Hakim Tingkat Banding.
h. Bervibawa, jujur, adil dan berkelakuin tidak tercela.2

Karena Hakim mempunyai kedudukan yang tinggli dalam
masyarakat sudah tentu Hakim harus mempunyai moral yang
tinggl, berbudi lunur calam menegakikan hukum, kebeniran
dan keadilan.

Todak boleh Hakim mempunyail sifit yang tercela.’

Kalau Hakim mempunyal kelakuan yang tercely dalam
miSyarakit, sama saja ia menolak suatu perkara yang diaju
kan kepadanyi, bahwa penolakannya akan sungguh menurunkan
Gerajat uan martabatnya.4

Untuk itu, “ dalam suwapah/janjinya, anbara 1ain di
sebutikan bahwa dengan menjelaskan Jjabatap Litu i; harus ju
jur, seksama dan dengan tidaik membedakan orang dar  akan
melakeinakan kewijibannyi dengair sebiaik-balknyi din seadil
adilnya berbudi baik dan luhur daliaim mene.akkain hukws dan
keadilan *.5

Sebab, kewibawadn Haihliu sgpenunnys terletak dari
sikap mutliak Hakia tal Kebdijaksinaan dalam senghadapi ee-
tiap pencaxl harus ciimbangi e«ugan Kepatuhin akan norma,
hukum yang berlaku,

apabila Hakiw dalim tindiakinnyi lebih menunjuk kan
kekuataannya dengan menglkuti seleraanya senilsl wiki kepu
tusan-keputusan tidak akan msncerainkan keinginan untuk -
menegakkan hukwa yang berlindaskin keidilin dan  kebena-
ran,®

2 1 bid, hal. 54.

3 ibdullah sani, SH, Bakim dan Keadilan Hukom, Cet.
Pertama, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta,1477, . 45,

4 Ib4d, hal. 46,

3 K.Wantjik oH, égﬂg*%gég_ﬁgfﬂgﬁgggéggg, Cet.I11 ,
Ghalix Inconeria, Jakarta, y Dl . )

6 vahyu affandi SH, Qp, Cit, kal. 19.
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Berkaitan dengan sifat-sifat dan sikap-sikap yang
harus dimiliki oleh seorang Hakim, maka berdisarkan kepu-
tusan Rapat Kerja pira Ketui Pengadilan Tinggi dan Penga-
dilan Negeri aibawah Pimpinin Mahkamah Agung ying mewaki-
11 para Hakis seleuruh Indonesia, menghasilkan ¥ Kehorma-
tan No. 2 Tahun 1966 * tentany kode kehormaitan Hakim dan
Majlie Kenormatan Hakim. Maka dalaw Bab I tentang kKode
kehormatan Hakim, Pasal 1 menyebutkan i

Yang dimaksudkan kvée kehormatan Hakic acalah segala
sifat-siiat batiniyah dan silkap-sikap lahiriyah yang
wajib dimiliki dan diamalkan olen para Hakim untuk

menjamin tegaknya kewibawaain dan Xebormatin Hakiw/Korps
Rakim ¢

Selanjutnya Bab II sifat-sifait Hakim
Pasal 2

a. Hakim harus beriagwa Kepada Tuhan Yang Maha
ESa;

be JUjur;

¢, adil;

d. B1jaksanad;

6. Bericeiakuan tidad tsrcela.

Dan Bab 11l eikape-Bikap hagia :
Pasal 3% Hakim harus
ae Iidak memihak, tegas, &Opan dan sabar;
b. Memberi tauladan yang baik.

Sedangkan 6alas Majlie Kehsrumaian dakiam
Pasal 5 pada Mahkamah sgung dan Pengadilan Tinggl di-
adiran MaJlis Kehormatan Hakinm,.

Pasal 6 ayat (1)
M2jlis Kehormatan Hakis padg-Mihkamgzh Agung ter
tiri gari :
a. Ketua Mabkamah sgung esebagal anggota merang-

kap kctua; '

b. Wikil Ketua Mahkamah Agung sebagal anggota

T abéullah Sapi Sk, Ups Cit, hal. 47,
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merangkap wikil ketua;

C. Seorang Hakim Tinggl sebagali anggota;

d. Ketua Pengadilan Tinggli setempat/yang bersingku
tan sebagal anggota;

€, Jeorang wakil IK4HI Tingkat Pengurus Pusat eseba
&al anggota merangka sekretiris,

Pasal 6 ayat (2)

Majlis Kehormatan Hakim pada Pengadilan Tinggi ter

dir{ dari :

a. Ketua Pengadilan Tinggi sebagai anggoti merang-
kap ketua;

b, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sebagai anggota
merangka wakil ketui;

C¢. Seorang Hakim Tinggl sebagai anggota;

d. Ketua Fengadilan Negeri yang bersangkutan seba-
g€al anggota;

e, Seorang wakil IKaHI Tingkat Pimpinan Daerah se-
bagai anggota merangkap sekretaris,S

Dari kesemuanya itu maka sesuai dengan kode etik
Hakim, maka Hakim yang 1deal adalah Hakim yang @aemiliki
sikap bijaksana, cinta kepada kebenaran, adil dan  jujur
di dalam memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan
Yang benar atas perkara ying menjaci tanggung jawabaya.

B. Martabat Hakig

Seperti dimaklumi bersama, " Hakim itu merupakan
tempat pelarian terakhir bagi para pencari keadilan dan
dianggap biJaksana, lain diari pada itu mengingat makin
pesatnya lalu lintis hukuwa, maka Hakim dianggap tahu akan
hukumnya, sehingga tidaklan mengherankan kalau disyarat -
kan bahwa Hakim haruslah seorang Sarjana Hukum *,9

8 u_&__d_. haio 48 - 49,

3 Prof. Lr, Sudikno Mertokusuno, Wg
Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1984, hal. 26,
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Untuk 1tu, para Hakiw agar berhati-hati dalam meme
riksa dan wmengadili perkari-perkara yang menjadli sorotan
masyarakat serta dalim menjatubkan putusan harus diusahi-
kan supaya tidak menyinggung perasain masyarakat,

Sebao Hakim sebagal manucda kerap kali terlibat da
lam berbagal masalah dalaw migyarakat, soelologis mawpun
ekonomis, hubungan ini terasa begitu erat balk dalasz kedu
dukannya sebagal anggoti masyarakat maupun sebagal pene-
831k hukus,

Sehubungan dengan hal hadits di atas, mak: marta-
bat Bakism itu harus dijungjung tinggl, sekalipun materiil
berkurang. Karena tingkah laku Hakim dinilai langesung o-
leh masyarikat. Dan hukuman yang paling berat 1ilih peni-
laian dan sorotan masyarakat. akibatnya, kilau Hakiz aem-
bicarakin sesuatu yang bertentangan dengan tindakanayai ga
syarakat akan laingsung aenyorotinya.

Agar martabat itu benar-benar dijunjung tinggli o-
leh Hakim, maka harus c¢ibarengi cleh pola-pola oleh kebu-
tuhan materiil, kalau tidak demikian akin menjadi payah.
Untuk ini sebagaimana yang dituangkan dalam UU. No.14 ta-
hun 197C raeal 32 yang berbunyi i

Hal-hal yang mesngenai pangkat, gaji dan tunjungan
Hakiam dliatur dengan peraturan tersenciri. Selanjut
nya calam penjelasan Fasal inl ditegaskan. Agar pa
ra Hakim Pengacilan terse¢but dipit melakukan tugas
nya dengan bedas dan balk, maki kepaua mereka dibe
rikan Jjaminan hidup yang sesual dengan kedudukan -
dan tanggung Jawabnya yang eecara konkrit dlatur
dalam peraturan gajl Pegawai Negeri sipil.

Martabat seorang Hakim merupakan harga diri dari
Hakim itu. Jatuhnya martabat seorang Haki=z, berarti jatuh
lah nilal harga dirinya dalam masyarakat., Kalau wmartabat
seorang Hakim sudah jatuh, Hakim itu sendiri tidak wmeapu
nyai nilai di masyarakat., Akibatnya wibawanya tidak ada
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lagl ! Masyariakat akan mengatakan bahwa Hakim itu  tidak
berwibawa. ‘

Hakim yang baik memelihara martabat hakimnya, cara
memelihara martabat Hakim adalah dengan jalan amencintai
jabatan Hakim itu, Mencintai jabatan Hakim itu, Dberarti
menjunjung tinggl martabat Hakim yang sebenarnya. Ini be-
rarti kode etik Hakim harus diamalkan sungguh-sungguh, 10

Terlibatnya seorang Hakim dalam kelakuin yang ter
cela, hal ini tentu 2aja akan membawa nama baik KORPS Ha-
kim. Uengan sendirinya nama KOKFS Hakim akan terganggu ka
renanya. Jadi kalau seoriang Hakim ticaik dapat mempertaihan
kan martabat Hakimnya atau martabat Hakimnya tidak dijun-
jung tinggi, hal ini akan wmerembet kepada KORPS Hakim a-
kan tercemar pula. Oleh karena itu baik dan buruvknya si-
kap dan sifat Hakim akin membawa citra KOKPS Hakim  itu
sendiri. Hal ini wajar layak kalau Hakim perlu dipelihara
dibina dan dijunjung tinggl.

Kecakapan bertindak seorang Hakim dalam hal meneri
ma, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap
perkara yang diajukan kepadanya adalah penting sekali. Ka
rena banyak harapan yang ditumpahkan kepada Hakim  dalam
peranannya untuk menyelenggarakan Peradilan serta pene -
gakan hukua dan kebenaran.

Tanggapannya seoring Hakim terhadap penyelesalan
pemeriksaan perkara harus dilakukan dengan cepat, benar
serta menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat, mana-
kala Hakim 1itu bersifat bijaksana. Penilalian terhadap Ha-
kim yang bijaksana ini tidak bisa lepas dari putusan yang
dijatubhkan itu sendiri.

Sebab putusan Hakim, kecuall mempunyal kekuatan me

10  baullah Sani, Yp, Cit, hal. 55.
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ngikat, mempunyal wibawa juga. 4dapun wibawa pada putusan
Hakim bukan disebabkan oleh pribadi Hakim yang menjatuh-
kannya, melainkan karena pertimbangan-pertimbangan yang
menjadi dasar putusannya tersebut. Pertimbangan atau ala-
san-alasan dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban dari
pada putusan yang membuat putusan menjadi bersifat obyek-
tig, 1

Dari padanya diharapkan pertimbangan sebagai orang
yang tinggl pengetahuan dan martabatnya serta kewlibawaan
martabatnya. Diharapkan dari Hakim sebagal orang yang bi-
Jaksana, aktif dalam pemecahan masalan.12

Dan bagailmana kebijaksanaan yang harus diberikan
oleh Hakim dalam memeriksa dan mengadili sesuatu perkara,
segala sesuatmnya diserahkan kepada kebijaksanaan penda-
pat Hakim itusemdiri. Jadi Hakim bebas, tidak terikat da-
lam hal menentukan memberikan kebijaksanaannya. Dan sega-
la sesuatunya dinilai dan tergambar dalam suara bathinnya
yang tidak bisa terlepas dari masalah keyakinan Hakim. Ke
yakinannya suatu bathinnya merupakan ketukan hati nurani-
nya akan menetapkan dan memutuskan kebijaksanaan yang ha-
rus diberikannya.13

Bijakesana merupakan salah satu sifat yang mulia da
ri pada Hakim. Dan sifat bijaksana yang dimiliki oleh Ha-
kim itu cesuai dengan kode etiknya, serta sifat ini yang
dikehendaki oleh Tuhan Yang Maha Ksa.

Sehubungan dengan ini Negara telah memberikan be-

" Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo SH. QOp. €it,hal.31
12 yrof. Dr. Sudikno Mertokusumo SH, Hukum jcaca -

%erd%ta Indonesia, Edisi Kedua, Penerbit Liberty, Yogyakar
» . ]

13 sbdullah sani, SH, Qp. Cit, hal. 56.



32

ban yang harus dipikul oleh para Hakim dalam mengemban tu
$asnya, yaitu diletakkannya pertanggung jawaban yang le-
bih bderat dan mendaliwm deagan aenginsairfkin padanyi, bahwa
karena suapah jabatannya did tidik hanya bertanggung Ja-
wab kepada hukum, kepada diri senuiri dan kepada rakyat ,
tetapi juga bertanggung Jjawab kepada Tuhan Yang Maha EBsa,
dengan runusan ketentuin banwi Peradilan dilakukan " Demi
keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa *.

VDengan deaikiin Hakia harus memiliki moral yang
tinggl dalam setiap mengadili perkara dengan tuntunan hu-
kun agamanya. Pan Hakim itu akan tawpak berwibawi manaka-
la Hakim dalam keputusannya mencerminkan perasiaan keadil-
an bangsa dan rakyait Indonesia, sehingga seorang Hakim -
hendak menjatuhkan keputusan, maka ia akan selalu berusa-
ha agar keputusannya nanti seberapa aungkin dapat diteri-
ma oleh masyarakat, setidak-tidiknyi berusaha agar lingku
ngan oBang yang akan diapat menerima putusannya itu seluas
mungkin. Hakim akan merasa lebih lega apabila 11 dapat me
muaskan semua fihak demgan putuaa.nnya.“

D. Masalah keyakinan Hakim

Berbicara masalah keyakinan Hakim, tidak bisa 1le-
pas dard padi hukum acara itu sendiri, karena hal itu a-
kan terkait dari proses pemeriksaan perkara sampal kepada
keputusan Hakim di eidang Pengacilan.

Mulal dari menerima, memeriksa dan mengadili serta
menyelesaikan setiap perkari: yang diajukan kepadanya, ten
tunya Hakim dihadapkan berbagal kemungkinan yang harus di
pilih secara tepat dan benar, sehingga putusan yang diam-
bil itu bemar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Dalam hal yang berkaitan demgan keyakinan  Hakim,
maka perlu dibedakan antara perkari Pidana dengan perkara

14 Prof. LUK, &Sudikno hertokuswmo, QOp, Cit,hal. 168
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Perdata. Karena tugas Hakim dalam mengadili kedua bidang
ini sangat berbeda. :

* Dalam perkara Perdata, tugas Hakim ialah mencari
kebenaran sesungguhnya dari apa yang dikeamukakan dan
dituntut oleh semua fihak, Haxim tidak boleh melebihi
darl itu. 4gpabila tergugat telah mengakui kebenaran
tuntutan penggugat percara menjadi selesai. Dalam per-
kara Pidana, tugas Hakiam mencari kebenaran sesunygguh -
nya secara autlak tidak terbatas pada apa yang telah
diakul terdakwa, melainkan lebih dari itu, harus dise
lidiki kepada latar belakang perbuatan terdakwa itu.
Hakim mengejar kebenaran materiil secara mutlak dan
tuntas. 15

Disamping itu wasih ada perbedaan yang lain antara

Pidana dan Perdata yaitu tentang perdamaian, sumpah decis

s0ire dan hukuman,

Dengan pengertian lain banwa dalam perkara Perdata

Hakim bersifat pasif, yang berarti bahwa Hakim tidak me-
nentukan luas dari pada pokok sengketa. Hakim tidak boleh
menanbah atau menguranginya. Akan tetapi itu seamuanya ti-
dak berarti bahwa Hakiam sawa sekali tidax aktif, Selaku
pimpinan sidang, Hakim harus aktif memimpin pemeriksaan
perkara dan tidak merupakan pegawali atau sekedar alat da-
ri pada fihkak dan Barus berusaha sekeras-kepasnya mengata
Bi segala hambatan dan rintangan untuk dapat mencapainya
peracilan. Hakim berhak untuk memberi nasehat kepada ke-
dua belah fihak serta menunjukkan upaya hukum dan memberi
keterangan kepada mereka. 16 Dengan perkara lain dalam per
kara Perdata Hakim terikat dengan bukti-bukii yang diaju-
kan oleh para fihax.

Sedangkan dalam perkara Pidana dianut asas yang
menerangkan bahwa tidak seorang pun dapat dikenakan Pida~
na, selain jika Hakim mendapat keyakinan dengan alat-zlat
bukti yang syah, bahwa benar telah terjadi tindak Pidana

15 sbdul Kadir Muhammad, SH. Hukum Agama Perdata —
m%, Penerbit Alumni, Bandung, %ﬁs, EEI% -

Prof, br. Sudikno Mertokusumo, foc, Cit,
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dan bahwa oraug yang dituju itulah yang salah telah berbu
atnya, melulu atau sangkaan saja, berdasarkan bukti yang
telah cukup tiaak seorang pun dapat di Pidana. Dari sebabd
itu maka syarat mutlak untuk menjatuhkan Pidana adalah

Minimum jumlah tertentu alat-alat bukti cukup, $anpa keya

kinan atau sebaliknya Hakim tidak dapat menjatuhkan Pida-
na.17 '

Lari sini taupak banwa keyakinan Hakim merupakan
kunci terakhir dalam pemeriksamn Pengadilan dipersidangan.
keyakinan Hakim memegarg peranan yang tidak kaiah penting
nya dengan upaya--upaya bukti yang diajukan dipersidangan,
bahkan keyakinan Hakim diletakkan oleh pembuat undang-un-
dang ditingkat teratas, Karena bagaimanapun juga upaya
bukti yang diajukan dipersidangan dalam satu tindak Pida-
na, kalau Hakim tidak yakin atas kesalahan ( kejahatan )
yang dituduhkan kepada terdakwa, maka terdakwa tidak bo-
leh dihukum. Hal ini dimaksudkan agar janganlah Hakim
terpaksa menghukun orang, sedangkan Hakim tidak berkeyaki
nan atas kesalahan terdakwa.18

Menurut Moh. Assegaf SH. untuk menjatuhkan suatu
vonis terhadap terduduh, pada umumnya di dasarkan atas
tiga faktor pertimbangan yaitu bukti-bukti, keterangan -
saksi-saksi dan keyakinan pa¥a Hakiu senairi, 19

Sesual dengan Pasal 6 ayat ( 2 ) UU.14/1970 :

Tiada seorang juapun dapat dijatuhi Pidana, kecua-
1i apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang syah

17 R. Soesilo, Kedudukan Hakim, Jaksa, Jaksa Pem -
bantu dan Penyeliaik, Politeis, Bogor, 1978, hal. 100

18 Prof, Dr.R. Warjono Prodjodikoro, Hukum 4cara -
Pidana di Indonesig, PT. Sumur, Bandun;, 1977, hal. 94.

Abaullah Sani, Sh., Op. Cit, hal. 59.
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menurut Undang-undang, mendapat keyakinan, bahwi seseo -
rang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah
atas perbuatan yang ditudubkan atas dirinya.20

Walaupun sulit penilaian terhadap keyakinan para
Hakim, yang akan bertincak sesual dengan keyakinannya se-
cari murni, di mana hal itu merupakan hak mutlak dan raha
8ia yang dimiliki oleh para Hakim sebagiai senjata yang
paling ampuh, naaun sebenarnya keyakinan itu sendiri sedi
kit banyak masih dipengaruhi oleh faktor-faktor keadaan
Gan suasana paikologi: dimana para Hakim itu bertugas,

Penilaian negatif terhadap keyakinan Makim ini ter
letak darl penilaian dan kecaman sorotan masyarakat. Teta
pl Hakim tetap pada pendiriannya bahwa putusan yang dija-
tubkan itu dinilainy4 obyektif, 850al fibak terdakwa Kkue-
rang puas atas putusannya, zasih terbuka upaya hukum yang
lain yang berupa banding atiu kasisi,

Untuk itu manusla atau masyarakat harus sadar bihe-
wa tiada minusia di dunia ini sewpurna din semua putusan
Hakim itu dipertangguny Jjawabkan kepada Tuhan Yang Maha
Esa disawping kepaida diri sendiri dan masyarakat.,




